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BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 

(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi, maka dalam rangka mewujudkan 
pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di 
lingkungan instansi Pemerintah Daerah, perlu 
dilakukan penyederhanaan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten W akatobi; 

Mengingat : 1. Pasal I 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik: 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN KABUPATEN WAKATOBI 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 70 TAHUN 2022 

TENTANG 

BUPATI W AKATOBI 
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Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385); 

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN KABUPATEN WAKATOBI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1345); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 144 7); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525}; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Waka to bi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 
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Pasal 4 

Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kabupaten Wakatobi. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 
Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta sumber daya 
yang dimiliki pemerintah, urusan pemerintahan bidang perpustakaan 
dilakukan penggabungan dengan urusan pemerintahan yang 
serumpun, yaitu dengan urusan pemerintahan bidang kearsipan. 

Pasal 2 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
perpustakaan dan bidang kearsipan diwadahi dalam bentuk dinas. 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 

5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 
Wakatobi. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Wakatobi. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh Pejabat 
yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan 
struktural. 

10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk 
berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 
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Pasal 8 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang 

kearsipan meliputi pengolahan, layanan dan pelestarian bahan 
perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan 
kegemaran membaca; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan 
bidang earsipan; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas. 

Pasal 7 
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang 
menjadi kewenangan Daerah clan tugas pembantuan yang diberikan 
kepada Daerah. 

Pasal 6 
( 1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 

bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 
(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

diklasifikasikan atas tipe A. 
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 
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Pasal 11 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan tata laksana, 
perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah 
tangga untuk menunjang dukungan administrasi kepada seluruh 
unit organisasi di lingkungan Dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 10 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, 
mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, 
merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata 
kerja dan mengembangkan semua kegiatan perpustakaan dan 
kearsipan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi 
Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 9 
( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 

c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 
Perpustakaan; 

d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 
Kegemaran Membaca; 

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan: 
f. Bidang Pengelolaan Arsip; 
g. Unit Pelak:sana Teknis Daerah; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
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Pasal 15 
(1) Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelesta.rian Bahan Perpust:akaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf c, mempunyai 
tugas melaksanakan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan 
perpustakaan. 

(2) Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bah.an Perpustakaan 

Pasal 14 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan 
protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, 
pendidikan dan pelatihan aparatur lingkup Dinas serta hukum dan 
perundang-undangan. 

Pasal 13 

( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

perpustakaan dan kearsipan; 
b. pembinaan clan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 
sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; 

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
e. pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan daerah; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 18 
(1) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1} huruf d, 
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perpustakaan dan 
pembudayaan kegemaran membaca. 

(2) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 
Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Bagi.an Keempat 
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca 

Pasal 17 
Susunan organisasi Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian 
Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercliri 
atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 16 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat { 1), Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 
Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan perurnusan kebijakan teknis operasional di bidang 

pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan; 
b. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan 

perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan 
koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, 
pengembangan koleksi daerah (local content}, pelaksanaan kajian 
kebutuhan pernustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan 
tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, 
validasi dan pernasukan data ke pangkalan data; 

c. pelaksanaan layanan, otornasi dan kerja sarna perpustakaan 
meliputi layanan sirlrulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan 
pemustaka dan Iayanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca 
dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan 
pernustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi 
perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan serta 
pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun 
jejaring perpustakaan; 

d. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi 
melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah 
kuno melalui perawatan, restorasi dan penjilidan serta pembuatan 
sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media 
melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan 
termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta 
penyimpanan master informasi digital; clan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 22 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat ( 1), Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan; 
b. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia kearsipan; 

Pasal 21 
{ 1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf e, mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan. 

(2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana 
dimaksu pada ayat ( 1 ), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 

Pasal 20 
Susunan organisasi Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 
Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 19 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), 
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 
Membaca menyelenggarakan fungsi: 
a. pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi 

pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, 
standar, prosedur dan kriteria, pendataan perpustakaan, koordinasi 
pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi serta 
evaluasi pengembangan perpustakaan; 

b. pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi 
pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan 
kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit 
pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga 
teknis perpustakaan, pemasyarakatan/ sosialisasi serta evaluasi 
pembinaan tenaga perpustakaan; 

c. pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi 
pengkajian dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, 
koordinasi, pemasyarakatan/ sosialisasi dan bimbingan teknis serta 
evaluasi kegemaran membaca; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 25 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1), Bidang Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip 

dinamis; 
b. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis; 
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip 

statis; 
d. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip; 
e. pengolahan arsip; 
f. preservasi arsip; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 24 
( 1) Bidang Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat ( 1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di 
bidang arsip. 

(2) Bidang Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Keenam 
Bidang Pengelolaan Arsip 

Pasal 23 

Susunan organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas Kelompok Jabatan 
FungsionaJ. 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 
pengawasan kearsipan; 

d. pemberian bimbingan, superv1s1, konsultasi dan sosialisasi 
penyelenggaraan kearsipan; 

e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan; 
f. perencanaan program pengawasan kearsipan; 

g. pelaksanakan audit, penilaian dan monitoring hasil pengawasan 
kearsipan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 30 
( 1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat {1) huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 26, 
terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan 
fungsiona1 yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 
dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup 
bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. 

Pasal 29 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 28 
Pada unit kerja Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 27 
{l) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas 

secara operasiona1 di lapangan. 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas: 

a. UPfD Kabupaten Kelas A untuk mewadahi Behan Kerja yang 
besar dengan jumlah Behan Kerja 10.000 atau lebih jam kerja 
efektif per tahun; 

b. UPTD Kabupaten Kelas B untuk mewadahi Beban Kerja yang 
kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan 
kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun. 

(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara 
tertulis kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 26 
Susunan organisasi Bidang Pengelo1aan Arsip sebagaimana ctimaksud 
dalam Pasal 25, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasa134 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

Pasal 33 
Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing­ 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 32 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil Iangkah-Iangkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 31 
( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-rnasing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala 
Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat. 

BABV 
TATA KERJA 

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 
tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 
kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian 
fungsi. 

(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan 
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing 
pengelompokan uraian fungsi. 

(5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas 
usulan pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub­ 
koordinator sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dan ayat 
(4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

-12- 



Hkmsetdawktb 0221070 

Pasal 40 
( 1} Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada Peraturan 
Perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan 
tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau 
jabatan administrator. 

BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 39 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing 
pejabat dalam lingkungan Pernerintah Daerah dapat mendelegasikan 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 38 
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas­ 

tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlalru. 

(2} Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas 
dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi 
tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 36 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

Pasal 35 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 
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BERITA DAERAH KAB PATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal h - ~ - 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal " - ~ - 2022 

Pasal 42 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 41 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 
54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 
Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 54), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(6) Kepala Sub Bagian lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa 
atau jabatan pengawas. 

{7) Pejabat Eselon Ill atau jabatan administrator dan eselon IV atau 
jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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BUPATI WAKATOBI, 

UPID 

BIDANG BIDANG BID ANG PENGEMBANGAN BlDANG 
PENGOLAHAN, PERPUSTAKAAN DAN PEMBINMN DAN PENGELOLAAN LAYANAN DAN 

PEI.ESTARIAN DAHAN PEMBUOAYMN PENGAWASAN ARSIP 
PERPUSTAKMN KEGEMARAN KEARSIPAN 

MEMBACA 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 

JABATAN JABATAN JABATAN J.t\BATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSlONAL 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

I ~~~---'L-------. 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

KEPALA DINAS 

BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN KABUPATEN WAKATOBI 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 70 TAHUN 2022 
TENT ANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
KABUPATEN WAKATOBI 
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